
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat Il Tegal dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3321); 

a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tetang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri dan 
Pegawai Tidak Tetap sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 32 Tahun 2013; 

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang harus 
dirubah sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan 
lebih efektif, efesien, transparan dan akuntabel; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil 
Bupati, DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 ten tang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2013 Tahun 
2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
17); 

14. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai 
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, 
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah 
Kabupaten Tega! Tahun 2014 Nomor 47). 



Pasal 8 
(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen- komponen sebagai berikut: 

a. uang harian; 
b. biaya transport; 
c. biaya penginapan; 
d. uang representasi; 
e. biaya sewa kendaraan dalam Kota; dan/ atau 
f. biaya menjemput/mengantar jenazah. 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. uang makan; 
b. uang transport lokal; dan 
c. uang saku. 

(2a) Uang saku untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan 
latihan/bintek dapat diberikan maksimal 5 (lima) hari. 

(2b) Biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dalam 
rangka Diklat Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas}, Diklat Orientasi 
Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) dan diklat 
sejenis dibayarkan sesuai hari pelaksanaan diklat. 

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas: 
a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan 

keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke bandara/pelabuhan 
keberangkatan; 

b. retribusi yang dipungut di bandara dan/ di pelabuhan keberangkatan dan 
kepulangan; 

c. biaya bbm, biaya tol dan retribusi parkir. 
(4} Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 

biaya yang diperlukan untuk menginap: 
a. di hotel; atau 
b. di tempat menginap lainnya. 

(5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 
diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat 
Eselon III selaku Kepala SKPD selama melakukan Perjalanan Dinas, kecuali 
perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bintek, kursus, workshop, 
pelatihan, tidak diberikan uang representasi. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri dan 
Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 32) diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, yakni diantara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) 
ayat baru yakni ayat (2b) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai benkut : 

PERA'IURAN BUPATI TEGAL 'IENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERA1URAN BUPATI 1EGAL NOMOR 32 TAHUN 2013 1ENTANG 
PERJAIANAN DINAS DAI.AM NEGERI BAGI BUPATI, W AKIL BUPATI, DPRD, 
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAKTETAP. 

Pasal I 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR . ..1.13 ... 

HARON BAGAS PRAKOSA 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 4 R ~rf:.;lot\; 

/auPA 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal ,4 ~rv&tri .2b\~ 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati lni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

{6) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD untuk 
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. 

(7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk 
biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. 

{8) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diberikan uang saku kecuali 
dalam bentuk tim yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan 
biaya tranportasi/BBM yang dihitung berdasarkan wilayah sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Satuan 
Harga. 

(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan 
biaya angkutan jenazah. 

(10} Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dirnaksud ayat (1) huruf a, sampai 
dengan huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi 
Satuan Harga yang merupakan baias tertinggi. 

(11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dirnaksud pad.a ayat (1) 
dicantumkan pada Tanda Terima U ang Perjalanan Dinas dan Rincian 
Pengeluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 


